BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PIZEUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN
17 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KEUANGAN

DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rejang Lebong, serta sebagai pedoman dalam melakukan
penatausahaan pengeluaran keuangan daerah, telah
ditetapkan  pedoman  penatausahaan  pengeluaran
keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme
penatausahaan pengeluaran keuangan daerah, maka
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah
untuk disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);




10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
2004 tentang

Undang-undang Nomor 1 Tahun
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tah
Daerah dan Retribusi Daerah (Le
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2011 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi  Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

un 2009 tentang Pajak

mbaran Negara Republik
an Lembaran



14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2016 Nomor 118);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 412), diubah sebagai

berikut:




1.

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Setelah penetapan Anggaran Kas, PPKD selaku BUD dalam rangka
manajemen kas menerbitkan SPD setelah adanya pengajuan dari masing-
masing SKPD.

(2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. N

(3) Dokumen yang harus dipersiapkan pada saat pengajuan SPD diteliti oleh
Kuasa BUD mencakup :

a. Surat Pengajuan SPD dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;

b. Berita Acara Rekonsiliasi SKPD dengan Bidang Akuntansi BPKD
Kabupaten Rejang Lebong;

c. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja Fungsional (SPJ
Fungsional) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara
Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah.

(4) Kuasa BUD menerbitkan routing ketersediaan Kas Daerah apabila dokumen
yang dipersiapkan sebagaimana tercantum pada ayat (3) telah lengkap.

(5) Setelah penerbitan routing ketersediaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bidang Anggaran mempersiapkan SPD untuk ditandatangani
oleh PPKD.

Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti
uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

. Surat Pengantar SPP-GU,

Ringkasan SPP-GU;

Rincian SPP-GU;

Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;

Salinan SPD;

Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /Kuasa

Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat

pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan

g Lampiran lain yang diperlukan.

(3) Pengisian kembali UP dapat dilakukan sesuai dengan rincian objek yang
telah di SPJ-Kan, dan selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan,

(4) SPP-GU yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai, nilaj
GU yang diajukan apabila UP telah digunakan minimal 50% (lima puluh
persen) dari jumlah UP SKPD/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
sesuai dengan nilai yang tertera dalam lampiran Keputusan Bupati tentang

penetapan besaran UP.
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(5) Pengajuan dana GU dapat dilakukan lebih dan satu Kail gaiam satl buan
dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Daerah dan GU
sebelumnya yang telah di-SPJ-kan.

(6) Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang tidak dapat di-SPJ-kan, dapat segera
disetor ke Kas Daerah.

(7) Dana yang masih tersedia pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah pada
akhir tahun anggaran, harus segera dilapor dan disetorkan ke Rekening Kas
Daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan melalui Surat Edaran
BPKD.

(8) Bukti setoran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampirkan pada
penyampaian SPJ akhir.

(9) Pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD/ Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 7?5,.,,_,,; 2018

BUPATI REJANG LEBONG,
H. JAZI
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 7?£maa.' 2018
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